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Abstrak: Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence | Al) telah mendorong transformasi signifikan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi
layanan. Namun, penggunaan Al juga menimbulkan berbagai persoalan etis yang berkaitan dengan akuntabilitas,
transparansi, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema etika dalam implementasi Al pada
pelayanan publik, khususnya dalam menyeimbangkan efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang diperkaya melalui observasi fenomenologis.
Data diperoleh dari artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis
menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meningkatkan efisiensi pelayanan
publik secara signifikan, penggunaannya berpotensi menimbulkan kesenjangan akuntabilitas, keterbatasan
transparansi akibat sistem black box, serta bias algoritmik yang berdampak pada ketidakadilan layanan. Selain itu,
otomatisasi layanan juga berimplikasi pada berkurangnya dimensi empati dalam interaksi pelayanan. Oleh karena
itu, diperlukan kerangka etika yang komprehensif guna memastikan bahwa implementasi Al tetap selaras dengan
prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab publik.
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Abstract: The development of artificial intelligence (Al) has significantly transformed public service delivery,
particularly in enhancing efficiency, speed, and accuracy. However, the adoption of Al also raises critical ethical
concerns related to accountability, transparency, and fairness. This study aims to analyze the ethical dilemmas
arising from the implementation of Al in public services, with a focus on balancing efficiency and accountability.
This research employs a qualitative descriptive approach through a literature review enriched by phenomenological
observation. Data were collected from scholarly articles, policy reports, and relevant official documents, and
analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, which includes data reduction, data display,
and conclusion drawing. The findings reveal that while AI significantly improves service efficiency, it also creates
challenges such as accountability gaps, limited transparency due to black box systems, and algorithmic bias that
may lead to unfair service outcomes. Furthermore, automation reduces human interaction, potentially diminishing
empathy in public service delivery. Therefore, a comprehensive ethical framework is essential to ensure that Al
implementation aligns with the principles of fairness, transparency, and public accountability.
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Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence / Al) telah mendorong transformasi
signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemanfaatan Al dalam sektor publik memungkinkan peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan
layanan melalui otomatisasi proses, analisis data berbasis algoritma, serta pengambilan keputusan
yang lebih terstruktur. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adopsi Al mampu
mengoptimalkan alokasi sumber daya serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam
berbagai sektor pemerintahan (Kovari, 2024; Soker, 2024)

Dalam praktiknya, penggunaan Al terbukti mampu memberikan sejumlah manfaat strategis,
terutama dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan kepada Masyarakat (Muhammad,
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Cakra and Bayquni, 2025). Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan keterlibatan
manusia secara intensif kini dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan.
Dengan demikian, Al dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi
dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

Namun demikian, literatur administrasi publik menegaskan bahwa pelayanan publik tidak
semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika,
seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam
konteks ini, penggunaan AI menghadirkan tantangan baru karena sistem berbasis algoritma
cenderung menggeser proses pengambilan keputusan dari manusia ke mesin, sehingga berpotensi
mengaburkan dimensi etika dalam pelayanan publik. Selain itu, penggunaan algoritma juga
berpotensi mengandung bias yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil, terutama bagi
kelompok masyarakat tertentu (Idil and Alimuddin, 2024; Kurnia, 2025; Sasfiani ef a/., 2025).

Lebih lanjut, otomatisasi layanan berbasis Al juga berimplikasi pada berkurangnya dimensi
empati dalam interaksi pelayanan publik (Zsazsa and Sitepu, 2023; Pangestu et a/., 2025; Carrilho
et al, 2025). Padahal, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga
menuntut adanya sensitivitas sosial, keadilan, serta penghargaan terhadap kondisi individu
masyarakat. Kondisi ini memunculkan dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi
melalui teknologi dan kewajiban untuk menjaga nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah persoalan akuntabilitas dalam penggunaan Al
Pemerintah di berbagai negara semakin mengandalkan sistem algoritmik untuk meningkatkan
efektivitas pelayanan, namun hal ini juga menimbulkan tantangan serius terkait
pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem tersebut (Bracci, 2023), Ketika
keputusan publik dihasilkan oleh algoritma, muncul pertanyaan mendasar mengenai siapa yang
bertanggung jawab atas kesalahan atau dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari sisi institusi,
pengembang, maupun pengguna sistem.

Selain itu, transparansi menjadi aspek krusial dalam menjaga legitimasi penggunaan Al dalam
pelayanan publik. Sistem Al seringkali beroperasi sebagai b/ack box, yang menyulitkan masyarakat
untuk memahami proses dan dasar pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa
kurangnya transparansi dalam sistem AI dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik serta
menghambat penerimaan terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah (de Fine Licht and
de Fine Licht, 2020). Oleh karena itu, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme
teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan
publik.
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Meskipun kajian mengenai Al dalam governance telah berkembang pesat, masih terdapat
keterbatasan dalam mengkaji secara integratif hubungan antara efisiensi, akuntabilitas,
transparansi, dan dimensi etika dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana penerapan AI dalam pelayanan publik memunculkan dilema etika,
serta bagaimana keseimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas dapat dibangun dalam praktik
penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji secara
mendalam bagaimana penerapan AI dalam pelayanan publik dapat tetap sejalan dengan prinsip-
prinsip etika, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas. Kajian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kerangka etika yang relevan bagi
implementasi Al dalam sektor publik, sehingga teknologi tidak hanya menjadi alat peningkatan
kinerja, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab
publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang
bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan kecerdasan buatan (artificial
intelligence | Al) dalam pelayanan publik serta implikasi etis yang ditimbulkannya. Pendekatan ini
dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi
makna, nilai, dan dilema etika yang muncul dalam praktik pelayanan publik berbasis teknologi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan observasi
fenomenologis, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah serta mengamati praktik
implementasi Al dalam pelayanan publik secara kontekstual. Sumber data dalam penelitian ini
terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal internasional bereputasi, laporan
kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik Al, etika publik, dan
akuntabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada pemikiran para pakar di bidang etika administrasi
publik dan tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan konsep Al Ethics,
Accountability, dan Good Governance. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk membangun
kerangka analisis dalam mengkaji hubungan antara efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan nilai-
nilai etika dalam pelayanan publik berbasis Al

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelusuri dan
mengkaji literatur yang relevan dalam rentang waktu terbaru (2020-2026) guna memastikan
kebaruan dan relevansi penelitian. Sementara itu, observasi dilakukan secara tidak langsung (ron-
participant observation), dengan mengamati praktik penggunaan Al dalam layanan publik digital,
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seperti chatbot layanan pemerintah dan sistem administrasi berbasis algoritma.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles
et al. (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi yang
relevan dengan isu etika dan akuntabilitas dalam penggunaan Al. Selanjutnya, data disajikan
dalam bentuk narasi analitis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan dilema etika yang
muncul. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara interpretatif guna merumuskan
temuan penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai tantangan etika dalam implementasi Al pada pelayanan publik, serta
menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan yang lebih
akuntabel dan berorientasi pada nilai-nilai etika.

Hasil dan Pembahasan

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI dalam sektor publik berkontribusi
signifikan terhadap peningkatan efisiensi layanan. AI mampu mempercepat proses administrasi,
mengurangi beban kerja aparatur, serta meningkatkan akurasi dalam pengolahan data. Studi oleh
Sidlauskiene et a/. ( 2023) dan Senadheera et a/. (2025) menegaskan bahwa penggunaan Al dalam
public service delivery dapat meningkatkan responsivitas layanan serta mengurangi waktu tunggu
masyarakat.

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknologi seperti chatbot dan sistem
otomatisasi layanan mampu memberikan pelayanan 24 jam secara konsisten tanpa keterbatasan
waktu dan sumber daya manusia. Hal ini memperkuat posisi AI sebagai instrumen penting dalam
reformasi birokrasi digital (Satrio, 2025; Jupri and Fasa, 2025).

Di sisi lain, literatur juga menyoroti berbagai persoalan etika yang muncul dalam implementasi
Al Isu utama yang sering dibahas adalah potensi hilangnya dimensi moral dalam pengambilan
keputusan yang sepenuhnya berbasis algoritma (Floridi and Cowls, 2019). Menurut Floridi et a/.
(2018), penggunaan AI tanpa kerangka etika yang jelas berisiko mengabaikan nilai-nilai
kemanusiaan dalam proses pelayanan publik.

Lebih lanjut, penelitian Adams et a/. (2023) mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam etika
Al, seperti transparansi, keadilan, non-diskriminasi, dan akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan
bahwa penerapan Al tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan regulasi etis yang komprehensif.

Aspek akuntabilitas juga menjadi perhatian utama dalam banyak studi terkait AI di sektor
publik. Penelitian oleh Setyawan et al. (2024) dan Cheong (2024) menunjukkan bahwa sistem
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berbasis algoritma cenderung menciptakan kesenjangan akuntabilitas (accountability gap), di
mana sulit untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan.
Penelitian lainnya oleh Balasubramaniam et a/. (2023) dan Eisbach et a/ (2023) menegaskan
bahwa sistem algoritmik seringkali tidak dapat diakses atau dipahami oleh publik, sehingga

mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan.
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Sumber : Facebook.com (2024)

Selain itu, penelitian terkini juga menyoroti bahwa kompleksitas sistem AI membuat proses
audit dan evaluasi menjadi lebih sulit dilakukan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya mekanisme
kontrol dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi (Rahmah and Uli, 2025;
Zaenal and Astuti, 2025).

Berdasarkan hasil reduksi data dari berbagai penelitian terdahulu, pembahasan ini berfokus
pada analisis hubungan antara efisiensi, etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam implementasi
kecerdasan buatan (AI) pada pelayanan publik. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola
keterkaitan serta dilema etika yang muncul dalam praktiknya.

Efisiensi Pelayanan Publik Berbasis AI: Antara Kecepatan dan Reduksi Peran Manusia

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan
publik secara signifikan meningkatkan efisiensi layanan, terutama dalam hal kecepatan, akurasi,
dan konsistensi proses. Implementasi teknologi seperti chatbot, sistem otomasi administrasi, serta
analisis data berbasis algoritma memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan
masyarakat secara lebih cepat dan sistematis. Dalam konteks ini, AI berperan sebagai instrumen

strategis dalam mendukung reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan responsif.
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Namun demikian, peningkatan efisiensi tersebut juga diikuti oleh kecenderungan reduksi
peran manusia dalam proses pelayanan. Interaksi yang sebelumnya melibatkan aparatur secara
langsung mulai tergantikan oleh sistem otomatis, sehingga mengurangi ruang bagi pertimbangan
kontekstual dan pendekatan humanis. Kondisi ini menimbulkan implikasi etis, khususnya terkait
hilangnya dimensi empati dalam pelayanan publik, yang selama ini menjadi elemen penting dalam
membangun kepercayaan masyarakat.

Dilema Akuntabilitas dalam Sistem Berbasis Algoritma

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pelayanan publik
memunculkan persoalan serius terkait akuntabilitas. Dalam sistem pelayanan konvensional,
pertanggungjawaban dapat dengan jelas ditelusuri kepada aktor atau institusi tertentu. Namun,
dalam sistem berbasis Al, proses pengambilan keputusan seringkali dilakukan oleh algoritma yang
kompleks dan tidak transparan.

Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai accountability gap, yaitu kesenjangan dalam
mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kesalahan atau dampak negatif dari keputusan
yang dihasilkan oleh sistem. Dalam perspektif Accountability, kondisi ini menunjukkan bahwa
penggunaan Al berpotensi melemahkan prinsip pertanggungjawaban publik jika tidak disertai
dengan mekanisme kontrol yang jelas.

Lebih lanjut, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab—apakah pemerintah
sebagai pengguna, pengembang sistem, atau institusi terkait—menjadi isu krusial yang belum
sepenuhnya terjawab dalam praktik implementasi Al di sektor publik.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi tantangan utama dalam penggunaan Al. Hasil
analisis menunjukkan bahwa banyak sistem Al bekerja sebagai black box, di mana proses
internalnya sulit dipahami bahkan oleh pengambil kebijakan sekalipun. Hal ini menyebabkan
keterbatasan dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan kepada publik.

Dalam kerangka Good Governance, transparansi merupakan prinsip fundamental dalam
menjaga legitimasi pemerintahan. Ketika masyarakat tidak dapat memahami atau mengakses
informasi terkait proses pelayanan, maka kepercayaan publik berpotensi menurun. Oleh karena
itu, transparansi dalam sistem Al tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan
politik yang signifikan.

Bias Algoritma dan Risiko Ketidakadilan dalam Pelayanan Publik

Temuan lain menunjukkan bahwa Al tidak sepenuhnya netral, melainkan sangat bergantung
pada kualitas dan representasi data yang digunakan. Algoritma yang dilatih dengan data yang bias
atau tidak representatif berpotensi menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok
tertentu.
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Dalam perspektif Al Ethics, bias algoritmik merupakan salah satu isu utama yang harus
diantisipasi dalam implementasi Al. Dalam konteks pelayanan publik, hal ini dapat berdampak
pada ketidakadilan dalam distribusi layanan, seperti dalam penentuan penerima bantuan sosial
atau akses terhadap layanan administratif tertentu.

Dengan demikian, penggunaan Al justru dapat memperkuat ketimpangan sosial apabila tidak
disertai dengan pengawasan etis dan mekanisme evaluasi yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan antara
upaya peningkatan efisiensi melalui AI dan kebutuhan untuk menjaga nilai-nilai etika dalam
pelayanan publik. Di satu sisi, AI menawarkan solusi atas berbagai permasalahan birokrasi, seperti
lambatnya pelayanan dan keterbatasan sumber daya manusia. Namun di sisi lain, penggunaan Al
berpotensi mengabaikan aspek-aspek fundamental seperti empati, keadilan, transparansi, dan
akuntabilitas.

Ketegangan ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam sektor publik tidak dapat hanya
berorientasi pada aspek teknis dan efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi etika
secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mampu
mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam setiap tahap implementasi Al dalam pelayanan
publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence
/ AI) dalam pelayanan publik memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi,
khususnya dalam hal kecepatan, akurasi, dan konsistensi layanan. Transformasi digital ini
mendorong birokrasi menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, di balik peningkatan efisiensi tersebut, terdapat konsekuensi etis yang
tidak dapat diabaikan. Penggunaan AI memunculkan kesenjangan akuntabilitas, keterbatasan
transparansi akibat sistem yang bersifat black box, serta potensi bias algoritmik yang dapat
berdampak pada ketidakadilan dalam pelayanan publik. Selain itu, berkurangnya interaksi
manusia dalam proses pelayanan juga berimplikasi pada hilangnya dimensi empati, yang
merupakan elemen penting dalam etika pelayanan publik.

Dengan demikian, implementasi Al dalam pelayanan publik tidak hanya menghadirkan
inovasi teknis, tetapi juga menimbulkan dilema etika antara efisiensi dan akuntabilitas. Hal ini
menegaskan bahwa transformasi digital dalam sektor publik harus diimbangi dengan
penguatan kerangka etika agar teknologi tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan,

transparansi, dan tanggung jawab publik.
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Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan AI pada pelayanan publik

secara etis.
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